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LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1.
Model DKPP1-
REKSUS

: Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;

2.
Model DKPP2-
REKSUS

: Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal
dari Pihak Lain;

3.
LAMPIRAN Model
DKPP2.A- REKSUS

: Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;

4.
LAMPIRAN Model
DKPP2.B- REKSUS

: Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;

5.
LAMPIRAN Model
DKPP2.C- REKSUS

: Surat Pernyataan Penyumbang
Perusahaan/ Badan Usaha;

6.
Model DKPP3-
REKSUS

: Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;

7.
Model DKPP4-
REKSUS

: Daftar Saldo Dana Kampanye;

8.
Model DKPP5-
REKSUS

: Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

MODEL BB-2
PPWP
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NAMA PASANGAN CALON_____________1

TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)2

LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : ______________________3

Nama Bank : ______________________4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. Penerimaan (s.d tanggal Rekening

Khusus dibuka )

1. Pasangan Calon5

2. Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik (Total Penerimaan) 6

3. Sumbangan Perseorangan7

4. Sumbangan Kelompok8

5. Sumbangan Badan Usaha9

B. Pengeluaran (s.d tanggal Rekening
Khusus dibuka)

1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas10

b. Pertemuan tatap muka11

c. Media massa cetak dan media
massa elektronik12

d. Penyebaran bahan kampanye
kepada umum13

e. Pemasangan alat peraga di tempat
umum14

f. Rapat umum15

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan16

2. Pengeluaran Modal

MODEL DKPP1-REKSUSLOGO PASANGAN
CALON
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

a. Pembelian Kendaraan17

b. Pembelian Peralatan18

c. Lain-lain19

3. Pengeluaran Lain-Lain

a. Pemberian Piutang20

b. Pembayaran Utang21

D. SALDO PER (tanggal Rekening Khusus
dibuka)

Kas di Rekening Nomor: ____________22

Kas di _______________23

Barang24

Tagihan kepada ______________25

Utang26

……, ……………………….

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

CapCap
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Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Coret yang tidak perlu.

3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusung Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari  perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.

10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa
cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain  biaya iklan
radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak
dan elektronik.

13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-
barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci,
asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan,
biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait
dengan penyebaran bahan kampanye.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat
peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi
antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman,
pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum
mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain
biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat
umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound
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system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan
aktivitas rapat umum.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan
budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan
bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi
antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan,
spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan
tersebut.

17. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer,
inventaris dan lain-lain.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

20. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.

21. Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon dan/atau
Tim Kampanye kepada pihak lain.

22. Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang
ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.

23. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya.

24. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang
per tanggal rekening khusus dibuka).

25. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.

26. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.

27. Keterangan Tambahan :

a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :

1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

2) Data pengelola rekening;

3) Copy bukti Tagihan/ Utang;

b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim
Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat
provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
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Nama Pasangan Calon : _______________________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : _____________________

Pada Hari _______ tanggal _________ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-REKSUS
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : _____________________

Pada Hari ________ tanggal _______ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
5. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
6. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
7. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
8. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-REKSUS
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : __________________________

Pada Hari __________ tanggal ____________ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP Perusahaan :

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

:

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

:

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____________,__________________

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-REKSUS
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LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1.
Model DKPP1-PS : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

2.
Model DKPP2-PS : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal

dari Pihak Lain;
3.

LAMPIRAN Model
DKPP2.A- PS

: Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;

4.
LAMPIRAN Model
DKPP2.B- PS

: Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;

5.
LAMPIRAN Model
DKPP2.C- PS

: Surat Pernyataan Penyumbang
Perusahaan/ Badan Usaha.
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Nama Pasangan Calon : _______________________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : ________________________

Pada Hari..............tanggal...............yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
9. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
10. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
11. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
12. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-PS
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : _________________________

Pada Hari..............tanggal...............yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nama Pimpinan Kelompok :

Nomor Identitas Pimpinan
Kelompok

:

Nomor NPWP (apabila ada) :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
13. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
14. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
15. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
16. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-PS
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : __________________________

Pada Hari __________ tanggal ____________ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor akte pendirian :

Nomor NPWP Perusahaan :

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

:

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

:

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
17. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
18. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
19. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
20. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____________,__________________

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-PS
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LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

1.
Model DKPP1-LPPDK : Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Kampanye;
2.

Model DKPP2-LPPDK : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal
dari Pihak Lain;

3.
LAMPIRAN Model
DKPP2.A- LPPDK

: Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;

4.
LAMPIRAN Model
DKPP2.B- LPPDK

: Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;

5.
LAMPIRAN Model
DKPP2.C- LPPDK

: Surat Pernyataan Penyumbang
Perusahaan/ Badan Usaha;

6.
Model DKPP3-LPPDK : Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;

7.
Model DKPP4-LPPDK : Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

8.
Model DKPP5-LPPDK : Daftar Saldo Dana Kampanye;

9.
Model DKPP6-LPPDK : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

10.
Model DKPP7-LPPDK : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

MODEL BB-2
PPWP
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NAMA PASANGAN CALON ____________________1

TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal ____s/d tanggal ____3

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. SALDO PER4

Kas di Rekening Nomor: _______________5

Kas di _______________6

Barang7

Tagihan kepada ______________8

Utang9

B. Penerimaan 10

1. Pasangan Calon11

2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik (Total Penerimaan) 12

3. Sumbangan Perseorangan13

4. Sumbangan Kelompok14

5. Sumbangan Badan Usaha15

6. Lain-Lain Komitmen

a. Pencairan utang16

b. Penerimaan Piutang17

C. Penggunaan18

1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas19

b. Pertemuan tatap muka20

c. Media massa cetak dan media massa
elektronik21

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum22

e. Pemasangan alat peraga di tempat
umum23

MODEL DKPP1-LPPDK
LOGO PASANGAN

CALON
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

f. Rapat umum24

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan25

2. Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan26

b. Pembelian Peralatan
(Komputer,Inventaris) 27

c. Lain-lain28

3. Pengeluaran Lain-Lain

a. Pemberian Piutang29

b. Pembayaran Utang30

D. SALDO PER 31

Kas di Rekening Nomor: _______________32

Kas di _______________33

Barang34

Tagihan kepada ______________35

Utang36

………, …………………….

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

CapCap
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Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Coret yang tidak perlu.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan
dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

4. Diisi saldo per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

5. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang
ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar
(jumlah barang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh
KPU).

8. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang ada per tanggal 3 (tiga) hari setelah
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU.

10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).

11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusung Pasangan Calon.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari  perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.

17. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.

18. Penggunaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
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laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk
KPU)

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa
cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan
radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak
dan elektronik.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-
barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci,
asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan,
biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait
dengan penyebaran bahan kampanye

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat
peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi
antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman,
pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum
mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain
biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat
umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound
system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan
aktivitas rapat umum

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan
budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan
bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi
antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan,
spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan
tersebut.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
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27. Diisi dengan jumlah/banyaknya perlatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer,
inventaris dan lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk barang persediaan yang ada pada pihak lain
yang barang persediaan tersebut belum diperoleh sebagian atau seluruhnya.

30. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye.

31. Diisi dengan per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan
dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

32. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang
ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk
KPU.

33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum
penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP
yang ditunjuk KPU).

34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan
Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).

35. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain per tanggal 7
(tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana
Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

36. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

37. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon,  Ketua Tim
Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

38. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat
provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

39. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
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Nama Pasangan Calon : _______________________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : _____________________

Pada Hari..............tanggal...............yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-LPPDK
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : ______________________

Pada Hari ________ tanggal ________ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
5. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
6. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan;
7. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
8. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................,.........................

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-LPPDK
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Nama Pasangan Calon : ___________________________

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR : __________________________

Pada Hari __________ tanggal ____________ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP Perusahaan :

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

:

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

:

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
9. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
10. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit

berdasarkan putusan Pengadilan;
11. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
12. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____________,__________________

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-LPPDK

www.djpp.kemenkumham.go.id



2014, No.49661

www.djpp.kemenkumham.go.id



2014, No.496 62

www.djpp.kemenkumham.go.id



2014, No.49663

www.djpp.kemenkumham.go.id



2014, No.496 64

NAMA PASANGAN CALON_____________1

TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)2

LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : ______________________3

Nama Bank : ______________________4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. Penerimaan (s.d tanggal Rekening

Khusus dibuka )

6. Pasangan Calon5

7. Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik (Total Penerimaan) 6

8. Sumbangan Perseorangan7

9. Sumbangan Kelompok8

10. Sumbangan Badan Usaha9

B. Pengeluaran (s.d tanggal Rekening
Khusus dibuka)

4. Pengeluaran Operasi

h. Pertemuan terbatas10

i. Pertemuan tatap muka11

j. Media massa cetak dan media
massa elektronik12

k. Penyebaran bahan kampanye
kepada umum13

l. Pemasangan alat peraga di tempat
umum14

m. Rapat umum15

n. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan16

5. Pengeluaran Modal

MODEL DKPP4-LPPDK
LOGO PASANGAN

CALON
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

d. Pembelian Kendaraan17

e. Pembelian Peralatan18

f. Lain-lain19

6. Pengeluaran Lain-Lain

c. Pemberian Piutang20

d. Pembayaran Utang21

D. SALDO PER (tanggal Rekening Khusus
dibuka)

Kas di Rekening Nomor: ____________22

Kas di _______________23

Barang24

Tagihan kepada ______________25

Utang26

……, ……………………….

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

CapCap
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Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Coret yang tidak perlu.

3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari  perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.

10.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

11.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

12.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa
cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain  biaya iklan
radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media
cetak dan elektronik.

13.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi,
barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan
kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau
slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya
terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

14.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan
alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan
pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan
dengan alat peraga.

15.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum
mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain
biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat
umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound
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system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan
aktivitas rapat umum.

16.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan
budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian
dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis
transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya
pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan
kegiatan tersebut.

17.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

18.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
computer, inventaris dan lain-lain.

19.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

20.Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.

21.Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon dan/atau
Tim Kampanye kepada pihak lain.

22.Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang
yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.

23.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya.

24.Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang
per tanggal rekening khusus dibuka).

25.Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.

26.Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.

27.Keterangan Tambahan :

e. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :

4) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

5) Data pengelola rekening;

6) Copy bukti Tagihan/ Utang;

f. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim
Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

g. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat
provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

h. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
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NAMA PASANGAN CALON ______

TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

TANGGAL _____ SAMPAI _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Presiden

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Presiden

adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan

1. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Ketua Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan :Bendahara Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/
Kota*)

adalah Pimpinan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Tingkat __________
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota* _____ periode tanggal ______ sampai _______

MODEL DKPP7-LPPDK
LOGO PASANGAN

CALON
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MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon dan Tim
Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota _____ Pasangan Calon _____

2. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye
Pasangan Calon_____________

3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Bahwa seluruh Penerimaan dan Penggunaan yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____)
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi penggunaan yang dilakukan.

7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang
telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

________, ______________________ 2014

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Cap

CapCap
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